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Pemerniahan De=sa Sedayu di

Kecamatan Arjosarl SEDAYU

Kabupaten Pacitan Tahun

Anggaran 2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemenntahan Desa Sedayu

Kecamatan Arosar yang dilaksanakan ocleh Inspektorat Kabupaten
Pacitan, bersama ini disampaikan beberapa hal yang periu mendapatkan
perhatian dan tindak lanjut Saudara, yaitu :

1. Penetapan Pesubahan Kedua APBDesa Tahun 2020 tidak sesuai
dengan prosedur.

Segera menyusun RKP Desa Perubahan Kedua kemudian menetapkan
dalam peraturan desa sebagai dasar penelapan Perubahan Kedua
APBDesa Tahun 2020,

2. Kepala Deaa belum mengangkat Staf Administrasi BPD.
Berkoordinasi dengan BPD untuk mengangkat Staf Administrasi BPD
berdasarkan usulan HKefua BPD kemudian menelapkan dalam

#kﬂputusan kepals desa sesuai kelentuan yang barlaki.

dntan Juked Agung Supripts Homor § 134
Telp. mijummmmmmwm ﬂmﬂmﬂ o ;



3, Penetapan kepengurusan lembaga RT dan RW fidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Melakukan revisi Kepulusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang

PDEE%?}?;EE&SHSR']: "E%;Yg%sdgam RT dan RW sesuai dengan ketentuan

yarg beriakl.

4. Kepala Desa belum membuat Laporan Peartanggungjawaban

Realisasi APBDasa Tahun 2019,
Agar membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Tahun 2012 kernudian menyampaikan kepada bupati c.q. ¥epala [hinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan melalui

Camat.

5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak belum
ditetapkan datam surat keputusan. '
Menetapkan PPKD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak datam suatu surat keputusan sesuai ketentuan
yang berlaki.

6. Pembayaran honorarium narasumber pelatihan dan Tenaga Ahli
Sigtern Informasi Desa (SID) tidak didukung dengan surat
keputusan kapala desa.

Agar menetapkan narasumber pelatihan Adminduk dan Tenaga Ahll
Sistem Informasi Desa (51D} ke dalam suatu keputusan kepala desa
sesuai ketentuan yang bertaku.

7. Adminlstrasi pengelolaan aset dosa belum dilakeanakan socara
optimal.

a. Menetapkan status penggunaan aset desa dalam Keputusan Kepaia
Clesa.

b. Menetapkan Peraturan Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

¢ Membuat surat peranjian dengan pihak penyewa terkait

. pemantaatan aset desa yang disewakan berupa Tanah Kas Desa.



Selanjutnya agar Saudara merncemnatl Laporan Hasil Pemeriksaan

ppmfﬂm;upgg@m%pgw terlampir dan menindaklanjuti rekomendasi
dizertai bukti dukung yang lengkap paling lambat 2 {dua) minggu setelah

diteimanya hasil pemerksaan ini dan dikinm kepada Bupati Pacitan
dengan tembusan Inspekiur Kabtupaten Pacttan sebanyak 2 (dua)
ehsemplar.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab.
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN { LHP )

Lingkup Pemernksaan ;1. Administrasi Pemerintahan Desa
2. Urusan Pemerintahan Desa
Nomor . AT00/ §5  /408.49/2020
Tanggal . R0 Wevtmber 2020
Lampiran + 1 (satu) berkas
Satuan Kena :  Desa Sedayu Kecamatan Arjosan
Jenis Pemeriksaan .- Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran 2020
BABE |

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspekiorat Kabupaten Pacian pada Desa
Sedayu Kecamatan Arjosari tahun 2020, secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah Desa Sedayu Kecamatan Arjosari telah diselenggarakan dengan baik.
Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, bersama ini disampaikan pokok -
pokok hasil pemeriksaan yang perfu segera ditindaklanjuti antara lain :

1. SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

a. Penetapan Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020 tidak sesuai dengan
prosedur.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020 telah
mengalami perubahan sebanyak dua kali, namun pada perubahan kedua tidak
didahului dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) sebagai dasar dalam penetapan APBDesa.
Kepala Desa Sedayu agar segera menyusun RKP Desa Perubahan Kedua
kemudian menetapkan dalam peraturan desa sebagai dasar penetapan

Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020. !



b. Kepala Desa belum mengangkat Staf Administras! BPD.

e.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa Kepala Desa Sedayu belum mengangkat
Staf Administrasi BPD yang merupakan usulan dari Ketua BPD,
Heparapﬁ)£§‘gﬂﬂﬁﬁff‘§gﬁfeﬁe\zﬁﬁﬁ%ﬂsi dengan BPD untuk mengangkat Staf
Adrministrasi BPD berdasarkan usulan Ketua BPD kemudian menetapkan dalam
keputusan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku,

_Penetapan kepengurusan lembaga RT dan RW tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku,

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa kepengurusan RT dan RW hanya ketua
saja yang ditetapkan sedangkan pengurus lginnya belum ada.

Kepala Desa Sedayu agar segera merevisi Keputusan Kepala Desa Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pembentukan (Kepengurusan) RT dan RW sesuai dengan
ketentuan yang baraku.

.Kepala Desa belum membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

AFPBDesa Tahun 2019,

Pada saat pemerksaan diketahui bahwa Kepala Desa Sedayu belum méhbuat
Laporan Pertanggungjawaban Realisesi APBDesa Tahun 2018,

Kepala Desa Sedayu agar segera membuat Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDesa Tahun 2019 kemudian menyampaikan kepada bupati cq.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan mefaiul
camat.

Pelsksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak belum ditetapkan dalam surat
keputusan.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Uesa (PPKD) Bidang Penanggulangan
Bencana, Keasdaan Darurat dan Mendesak dijabat oleh Kepala Seksi
Kesejahteraan Rakyat namun belum ditetapkan dalam surat kaputusan,

Kepala Desa Sedayu agar segera menetapkan PPKD Bidang Peananggulangan
Bencana, Keadsan Darurat dan Mendesak dalam sualu surat kepulusan sesual
ketentuan yang beraku,

Pembayaran honorarium narasumber palatihan dan Tenaga Ahll Sistem
Informas| Desa {SID) tidak didukung dengan surat kaputusan kepala desa.
Pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Lainnya terdapat
penetimaan honorarium narasumber pelatihan dan Tenaga Ahli Sistem Infarmast

Desa (SID) tidak didukung dengan penetapan surat keputusan Kepala desa.
| 2



Kepala Desa Sedayu agar segera menetapkan narasumber pelatihan Administrasi

KepenBidukamganssberiaga ¥hisiGistem Informasi Desa {SID) ke dalam suatu

keputusan kepala desa sesuai kelentuan yang beriaku.

_ Administras| pengelolaan aset desa belum dilaksanakan secara optimal,

Pada sast pemetiksaan dikelahui bahwa adminizstrasi pengelolaan aset di Desa

Sedayu secara umum sudah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa

permasalahan antara lain ;

1y Status penggunaan aset desa belum ditetapkan dengan keputusan kepala
desa.

2) Peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa belum dibuat,

3) Pemanfaatan aset desa berupa sewa tanah kas desa belum dikuli dengan

adanya surat perjanjian.

Kepala Desa Sedayu agar:
1) Meneatapkan status penggunaan aset desa dalam Keputusan Kepala Desa.

2) Menetapkan Peraturan Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
3) Membuat surat perjanjian dengan pihak penyewa ferkait pemanfaatan aset
desa yang disewakan berupa Tanah Kas Desa.



BAB I
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
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A. Data Umum

1. Dasar Pemerikgaaan
a. Peraturan Pemarintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

¢. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Sysunan Organisasi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Facitan,

d Keputusan Bupali Pacitan Nomor @ 188.45/44/KPTS/408 12/2020 tentang
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2020, | _

e. Surat Perintah Tugas Inspekiur Kebupaten Pacitan Nomor @ 090f768/408.48/2020
Tanggal 13 Okiober 2020,

2. Tujuan Pemeriksaan
Pemeriksaan bertujuan untuk menguji dan menilai :
a. Tingkat efisiensi dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya
b. Efektivitas pencapaian tujuan organisasi
¢. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan

prosedur intern yang beriaku.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif melipuli penilaian terhadap .
a. Administrasi Pemerintahan Desa
b. Urusan Pemerintahan Deza

4. Batasan Pemeriksaan
Pemerikeaan dilakukan sesuai dengan norma (standart) pemeriksaan Apara
Pengawasan Interal Pemerintah dan  prosedur lain yang dianggap periu
sesuai dengan kebutuhan.



5. Pendekatan Pemeriksaan
Pendekatan pemeriksaan dilakukan dengan metods wewancars dan analisa
dokumeP BEGomprdandiFgka Vdaigan keluaranfout put yeng dihasilkan melalyi
tahap pemerksaan pada berbagai bidang den kegiatan yang berkaitan,

&. Strategl Pelaporan
Laporan hasil pemeriksaan disusun dengan menggunakan sistematika pelaporan
sebagai benkut ;
4. BAB | { pertama ) simpulan hasil pemeriksaan beserta rekomendaginya
b. BAB I { kedua ) uraian hasil pemeriksaan

B. Hasil pemeriksaan
1. Administrasi Pemerintahan Dega
a. Kebijakan Desa
1) Peraturan Desa _ _

Pada tahun 2020 terdapat 5 {lima) peraturan desa yang telah ditetapkan cleh

kepala desa bersama BPD, yaltu :

a) Peraturan Desa NMomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun
2020 - 2026

b) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang RKP Perubahan Tahun
20200

¢} Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Tahun
2020.

d) Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua APBDes
Tahun 2020.

&} Peraturan Desa Nomaor 5 Tahun 2020 tentang Pengisian Perangkat Desa
Tahun 2020,

Paraturan Desa Nemor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua AFBDes
Tahun 2020 yang telah ditstapkan tidak melalui prosedur pensatapan
Parubahan Kedua RKP Desa Tahun 2020, Hal ini bertentangan dengan
peraturan perundangan yang lebih tinggl yaitu Peratwan Menterd Dalam
Megeri Republik Indonesia Momor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa,



Dalam rangka penyusunan peraturan desa telah diberikan kesempatan pada
masyarakat untuk memberkan masukan baik lisan maupun tertulis serta

disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
PDF Compressor Free Version

2) Peraturan I{npala Desa

Sampai dengan saat pemeriksaan Kepala Desa Sedayu telah menetapkan

4 (empat) peraturan kepala desa selama tahun 2020 yaitu :

a) Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 20220 tentang Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Covid 19.

b) Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan APBDes 2020.

¢) Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penenma Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Covid 19 Tahap |1,

d) Peraturan Kepala Desa Momor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Kedua APBDes 2020

3) Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa Sedayu telah menetapkan 15 (lima belas) keputusan kepaia

desa sebagai berikut ;

a) Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksana Tugas
Sekretaris Desa.

b) Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim
Pengadaan Barang dan Jasa.

c) Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan
Pengurus TP PKK Desa Sedayu.

d) Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengurus RT dan
RW Desa Sedayu.

e) Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengangkatan
Modin Non Perangkat Desa Sedayu.

f) Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panitia Pengisian
BPD.

g) Keputusan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Penetapan Tim Penyusun RPJMDes 2020 - 2026,

h) Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Status Keadaan

Darurat/Mendesak.
B



iy Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Relawan Tanggap

id 19 Desa Sedayu.

C
il Hepu?ﬁarl;essga;f EC%XSES‘R}E:mm 10 Tahun 2020 tentang Fanyusun

RKPDes Perubshan 2020,
ky Keputusan Kepala Dean Mamor 11 Tahun 2020 tentang Plt. Sekdes.

) Keputusan HKepala Desa Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerima
Sembake Covid 18,

m}iKeputusan Kepala Desa MNomor 13 Tahun 2020 tentang Gapoktan
Makmur Bukun.

nj Keputusan Kepala Desa Nemer 14 Tahun 2020 tentang Penyusun
REKFDes Tahun 2021,

o) Kepulusan Kepala Desa Momor 15 Tahun 2020 tentang Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekdes).

4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja .
Desa :
Kepala Desa Sedayu sudah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa

‘ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu tahun 2020
kepada bupati, Bupati telsh mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu tahun 2020 yang
hasilnya disampaikan kepada kepala desa dan sudah ditindaklanjuti dengan
penetapan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu Tahun Anggaran 2020 yang telah
diubah terakhir dengan Peraturan Desa Momer 4 Tahun 2020 teniang
Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu Tahun
Anggaran 2020.

b. Kelembagaan Desta
Struktur organisasi Pemerintah Desa Sedayu Kecamatan Arjosari berpedoman
pada Perefuran Bupati Pacitan Nomor 71 Tahun 2017 dan telah ditindaklanjuti
dengan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sedayu yang terdin dan
1} Secrang Kepala Desa;

2) Seorang Sekretans Desa;



3) 3 (tiga) orang Kepala Urusan (Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan
Farancanaan),

4} 3 {tiga) orang Kepala Seksi (Kessjahteraan Rakyat, Pamerintahan, dan
PI;]%I; E(%% . ressor Free Version

5) 10 {sepuluh} orang Kepala Dusun (Krajen, Kedungwaru, Daren, Sabrang,
Tambaksard, Gawang, Kedunggayam, Sugihwaeras, Jambu dan
Karanggondang).

Sesyai hasil evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa

Kabupaten Pacitan terhadap profil Desa Sedayu -disimpulkan bahwa Desa

Sedayu termasuk jenis Desa Swakarya.

Saat dilakukan pemeriksaan terdapat kekosongan jabatan sejsk Januari 2020

ditindaklanjuti dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dar unsur Kepala

Seksi Pamerintahan, Sedengkan proses pengisian kekosongan jabatan

Sekretaris Desa sedang dilaksanakan sampai tahap ujian bagi calon.

. Keuangan Desa

1) Organisasi

- Berdasarkan Kepufusan Kepala Desa Sedayu Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pengelola Keuangan Pada Desa Sedayy Kecamatan Asjosan
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagai Derikut

a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
Nama : ARIS, 5 Pd
Jabatan :  Kepala Desa Sedayu

b} Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Y e SRR AT R L PRKD. o o
1 | MUHTAR, &.850s Flit. Sekretaris Dasa | Koordinalor Pelaksana
Pengelolaan Reuangan
Desa (PPED)
2 | KOMARUDIN Kepala Urusan Bendahara Desa
| Kauangan
3 | AKHMAD Kepala Urusan PPKD
SOLIKHUN Borsisanikan
4 | KHOIRUDIN, 5.Pd Kepala Urusan Tata | PPKD .
1 Usahg dan Linpum




i_ﬁ 1 I'EHEEHNAAI'{MAD Kepala Seks| PRKD
| | NASIHIN,S.Pd| PAmpIRsEnED B
. & | LILIK ALFIYAH Kepala Seksi PPKD
PDF Cpmpressor Free Versio) s ainhteraan Rakyat
7 | SUYANTO Kepala Seksi FPPED
Pelayanan J

2} Anggaran dan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu Tahun 2020 telah
ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor G7 Tahun 2018 sebagaimana
telsh diubah dengan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
dan telah dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai barikut :

| KoDE T " ANGGARAN | REALISAS! - | CAPAIAN |
| REKENING | ®Re} " Ry o
4 Pendapatan - i _
; 41 Pandapaten Ash Deva BLEOD.ODOOD | GRADDOOO00 | 7500
- 411 Hasl Usaha 0,00 0.00 - 0.0
- 412 Hasi Aset B2A00CGA.00 | B2100.00000 | 080
413 rﬁl{aﬂaya. Partisipas!, dan Gabong 0,00 | 0,00 B.00
414 Laindain Pendapatan Asli Desa {11 oo0i . 000
4.2 Pendapatan Transher 1.9%6.869.155,52 1487 32089300 93,14
471 DamaDesa ROS.476.000.00 | ADS478.000.00 100,00
42% Bagian dari Hasil Paisk dan Refnibusi
Daereh Kabupaten 18840056 40 17.028.853.00 j = L
423 pokasi Dana Desa B15250 841,00 | 512 714.030,00 83,33
434 Bantean Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0o
425 Bantuan Keuangan APBD i
Katepateriket 187,204,257 52 | 151 200.000,00 915,13 \
43 Pendapaten Lain-lsin 500.000,00 184000275 | 36200
431  Peneimas Dani Hasil Kerjasama
Fprisrm 0,00 0.00 0.00
452 penefirnaan Dari Hasll Kerasama
Desa Dengan Pihak Ketiga %00 ki 0 |
433 Penarimaan Darl Bantuan Perusahaan b
434 Eg?am Surmbangan D Pihak 6,00 0.00 0,00 E
435 Yoreksl Nesalahan Belania Tahun - i
Tahun Anggaran Sebetumnya Yang
Kengakibabian Pensrimasn Di Kas 0.00 00¢) 000
Desa Pada Tahun Angoaran Bejalan



436 BungaBank 50000000 [ 184000275 | 386,00
430 Lamlain Pendapatan Dmsa Yang Sah .00 o060 ono
Jurvlsh Pendapatan 168016915562 | 1.550.26099575 | 0243
—PDF-Compressor Free version - -].
|5 | Bl . N
Brdang Penyerenaparasn Pemeriitahan Desa FIRANGHA01 | BI270388% 25 1 7468
" Brdang Pelaksanaan Pmbarmnan Desa G527 29200 | 14910200000 | 35,80
Bidang Permbinaan Kemimyarskatan Desa FH000000 | BoTeLm00 | a7
Bidang Permberdayaan Masyarakal wsa 0.00 0,00 | 000
= :
S e e e SO0000000 | SDI0000 | 040
" Jurmiah Belanja 17450359321 [ 1201185325 | 03
Suphus/{Defisi) BA804.778.50 | 31008002250 | 47805
& Pernbrayaan — . _
61 Penerimaan Pambiayaan ' i
611 SLPA Tahun Sebelumeya 5466477658 |  e4ssa7rese | 10000
§.1.2 Pencaran Dana Cadangan f.00 {00 0,
Hasil Penjualan Kelavaan Desa Y.
813 oo W 2R w9 0,00 000 | 000
614  Pensrimaan Perbiaysan Lainme 0.0 L IR
Jumizh Penerimaan Penblayaan BAAGATTESD |  EAEGLTTOIS | 10000
6.2 Pengeluaran F'e:nlma'g'aan maccece e s
621 Pambentkan Dasa Codmoan (00 000 0o
£.22 Penyertaan Mudal Desa | 0,00 00| 0
£23 Pengeluaan Pemtiayaan Lanmya 0.00 | 000 | oo
B Jumiah Pengeluaran Pembiayaan a0 | 0,04 0,00
Stsa Lebih Pembiayan ~ 0,00 | 374.953.408,09

3) Penatzusahaan Keuangan Desa

Penataysahaan keuangan tahun 2020 di Desa Sedayu sudah dilaksanakan
dengan tertib. Bendahara Desa sudah membuat Buku Kas Umum dan Buku
Pembantu Kas Umum berupa Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu

FPajak.

Bukuy Kas Umum sampai dengan tanggal 26 Gktober 2020 sebagai

barikut :
Fenerimaan
Pengeluaran

Saldo buky

Saldo lunai

Szlde bank
Perbedaan antara
galdo kas dan buku

= Rp2.622.378.555,59
= 48 .50
= Rp 374.953.809,09
Rp 0,00
Rp 374.963.809,09
Rp 0,00

it
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Buku Pembantu Pajak sampai dangan tanggal 26 Cktober 2020 sebagal

berkut:
'?’Ii)ﬁ Compressor Free Version

Pemungutan = Rp14.081.020.00

Penyesloran = Rp14.081 020,00

Saldo = Rp 0.00
4) Pelgporan

Kepala Desa Sedayy sudah membuat laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa tahun 2020 berupa laporan bulanan dan Laporan Semester | sera
sugdah disampaikan kepada bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Pacitan melalui camat.

5} Pertanggungjawaban

Kepala Desa Sedayu belum membuat bLaporan Peranggungjawaban

Feaalisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2019,

€) Bantuan Langsung Tunal Dana Desa (BLT DD)

Untuk mendukung penyaluran Bamtuan Langsung Tunal dar Dana Desa,

telah disusun peraturan dan keputusan sebagai berikut :

. &) Keputusan Kepala Desa Sedayu Nomor 08 Tahun 2020 Tanggal 29 April
o020 Tentang Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Sedayu Kecamatan
Arjosan Kabupaten Pacitan Tehun 2020,

b) Berita Acara Musyawarah Desa Tahap | Khusus Validasi, Finalisagi dan
Penctapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima Bantugn Langsung
Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tanggal 11 Mei 2020,

¢) Pengesahan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa
Tahap | ditetapkan Tanggal 12 Mei 2020,

d) Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 12 Mei
2020 Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap |
Covid-19 Tahun Anggaran 2020,

e) Perita Acara Musyawarah Desa Tahap Il Khusus Validasi, Finalisasi dan
Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung
Tunai Dana Deza (BLT-Dana Desa) Tanggal 9 Juli 2020.

f) Pengesahan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Dasa
Tahap |l ditetapken Tanggal 10 Juli 2020,



) Peraturan Hepala Desa Sedayu Nomor 03 Tahun 2020 Tenltang
Penerima Bantuan Larngsung Tunal Dana Desa Tahap 1l Covid-15
Pﬁﬁg%%mﬂrjﬁﬁgﬂgﬁ?e Version

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap | Covid-19 Tahun

Anggaran 2020, BLT DD telah disalurkan dengan tahapan sebagai berikut .

a) Tahap 1 disalurkan Tanggal 22 Mei 2020 sebesar RpS7 . 800.000,00 untuk
113 Kepala Keluarga. .

b) Tahap 2 disalurkan Tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp67.800.000.00 untuk
113 Kepala Keluarga.

¢) Tehap 3 disalurkan Tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp67.800.000,00 untuk
113 Kepala Keluarga.

Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 03 Tahun

2020 Tentang Penerma Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap li

Covid-19, BLT DD telah disalurkan dengan tahapan sabagai berikut -

a) Tahap 4 disalurkan Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp36,900,000,00
untuk 123 Kepala Keluarga.

by Tahap 5  disalurkan Tanggal 22 September 2020 sebesar
Rp36.300.000,00 untuk 121 Kepala Keluarga.

¢) Tahap & disalurkan Tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp36.300.000,00
untuk 121 Kepala Keluarga,

Total BLT DD vyang disalurkan dad 6 tahap adalah sebesar

Rp312.800.000,00.

Penerima BLT DD Tahap 4 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sedayu
Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa Tahap Il Covid-19 sebanyak 123 Kepala Keluarga. Pada realisasi
Tahap 4 tersebut terdapat pengembalian dana BLT DD sebanyak 2 (dua)
Kepala Keluarga dikarenakan yang bersangkutan tercatat Juga manerima
Bantuan Pangan Non Tunai {BPNT} Covid-18.

Sedangkan Tahap 5 dan Tahap 6 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Kepala Desa Sedayn Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Tahap Il Covid-18 masing-maging sebanyak 121
Kepala Keluarga.



d. Kekayaan Dasa
1} Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Desa
ﬁbmémﬂhpmiﬁkﬁi’eeﬁéﬂioﬁhﬁ"”“mﬂﬂ oleh desa sebagai penjaberan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tentang tata cara
pengelolaan kekayaan desa dalam rangka meningkatkan tertit pengelolaan
kekayaan desa, antara [ain

> Peraturan Desa Sedayy Nomor 07 Tabun 2018 tenteng Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (AFBDes) Tahun Anggaran 2020,

% Peraturan Desa Sedayu Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengselalaan Aset
Desa.

2] Perencanaan Kebutuhan Kekayaan Desa
Rencana kebutuhan kekayaan Desa Sedayu tahun 2020 sudsah dituangkan
dalam Anggaran Pendspstan dan Belanja Desa Sedayu Tahun 2020. Dalam
perencanaan kebutuhan kekaysan desa sudah memperhatikan ketersediaan
barang milik desa dan biaya yang tersedia dalam Anggaran Fendapatan dan

Belanja Desa 2020, baik sesuai jumiah barang, standar barang maupun
standar harga.

3} inventarisasi Kekayaan Desa
inventarisasi adalah kegiatan untuk metakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset Desa,
Inventarisasi kekayaan Desa Sedayu belum dilaksanakan dengan tertib.
4] Pemanfaatan Kekayaan Desa
Kekayaan Desa Sedayu telah dipergunakan sebagai pendukung tugas pokok
delam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun belum dilengkapi
dengan bukti perikatan yang memadai.
S) Pelaporan
Kepala Desa Sedayu belum menyampaikan Laporan Hasil Pengelolaan Asel
Desa kepada bupati setiap akhir tahun melalui camat.
6} Pinjam Pakai Kekayaan Desa.
Tidak ada kekayaan desa yang dipinjam pakai cleh pemerintan desa lain di
Desa Sedayu.
7) Kerja sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milk Desa
Tidak terdapat kerja sama pemanfaatan tanah dan bangunan milik desa di
Desa Sedayu.
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8} Pemanfaatan Kekayaan Desa Berupa Bangun Serah Guna dan Bangun
Guna Serah
Tidak terdapat pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan
ll:)}]l?r%gl? l&llfnrae Sera ‘?ﬁnﬁ’ﬁﬁsb‘fﬂan katiga di Desa Sedayu,
9) Pelepasan Hak Kepemilikan atas Tanah Desa
Tidak ada kekaysan desa berupa lanah yang kepemilikannya dilepaskan
kepada pihak lain di Desa Sedayu,
10) Kekayaan Desa Akibat Penggabungan Desa
Tidak ada kekayaan desa akibat penggabungan desa di Desa Sedayu,
11) Pembagian Kekayaan Desa Akibat Pemekaran Desa
Tidak ada pembagian kekayaan desa akibat pemekaran desa di Desa

Sedayu.

2. Urusan Pemerintahan Desa

a. Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa
Tidak ada urusan berdasarkan hak asal usul Desa Sedayu.

b. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kepada Desa.
Tidak ada urusan pemerintahan (pusat, provinsi maupun kabupaten) yang
diserahkan kepada Desa Sedayu.

¢. Tugas Pembantuan
Tidak ada tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten yang
diserahkan kepada Desa Sedayu.

d. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
Sedayu beserta BPD Sedayu telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana
tugas dan fungsi masing-masing.

¢. Badan Permusyawaratan Desa (EPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dilantik oleh Bupali Pacitan
berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/550/KPTS/408,21/2020
Tanggal 1 April 2020 tentang Pelantiken Anggota Badan Permusyawaratan
Desa se Kabupaten Pacitan Tahun 2020 — 2026, BPD Desa Sedayu masa bakti
Tahun 2020 - 2028 beranggotakan 7 orang. Jumlah penduduk Desa Sedayu
saat dilakukan pemilihan anggoia BPD sebanyak 3.426 jiwa.
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8

Tahun 2020 Pasal 2 ayat (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Jumlah penduduk desa dengan ketentuan

sebagai berikut ; huruf b Desa dengan jumiah penduduk lsbih dar 2.501 jiwa

sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak tujuh orang anggota.

F%',n]%ﬁ'rgnogl nrﬁg?JaFﬁﬁfa}{grfég%mhagaan BPD Desa Sedayu telah ditetapkan

dengan Keputusan BPD Nomor @ 141/KPTS2020, namun  dalam

melaksanakan tugasnya BPD belum didukung dengan staf administrasi yang
berasal dari Staf Pemerintah Desa.

Lembaga Kemasyarakatan

Pemerintah Desa Sedayu telah memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang

bergerak di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Desa Sedayu yvang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 8@ Tahun

2019, yaitu :

* Rukun Tetangga { RT ) terdini dan 25 dan Rukun Warga ( RVY } terdin dari 10
dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala Desa
Nomor 4 Tahun 2020, "

¥ TP-PKK dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala
Desa Nomor 3 Tahun 2020,

# Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD} dengan penetapan
kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2016,

# Satlinmas dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala
Desa Nomor 2 Tahun 2018,

# Karang Taruna dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan
Kepals Desa Nomor 9 Tahun 20186.

* Posyandu dengan penetapen kepengurusan bardasarken Keputusan Kepala
Desa Nomor 18 Tahun 2018

Pada kepengurusan RT dan RW hanys ketua saja yang ditetapkan dalam

keputusan kepala desa, sedangkan pangurus lainnya belum ditetapkan.

Kerja Sama Desa

Pada saat pemeriksaan Pemerinteh Desa Sedayu mempunyal ketja sama

dengan desa lain di wilayah Kecamatan Arjosari dalam hal pemberian bantuan

kepada desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten Paciten.

. Perencanaan Pembangunan Deaa

Perencanaan pembangunan Desa Sedayu selama 6 tahun (Tahun 20139 - 2024)
telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jengka Menengah

Desa (RPJMDasa) ighun 2018 - 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan
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Desa Nomor 1 Tahun 2020, Sedangkan untuk pedoman pembangunan desa
tahun 2020 dituangkan dalam Peraturan Desa Sedayu Nomor 04 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 terakhir diubah dengan
Parallipdh (Desprdeodr e Vehuion2020 yang berpedoman pada RPJIM Desa
Sedayu Tahun 2020 - 2026.
i. Laporan
Kepala Desa Sedayu telah membual Laporan Penyelenggaraan Pamerintahan
Desa (LPPD) Tahun 2019 dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2018, serla Informasi Penyelengaraan
Femerintahan Desa (IPPD).
j. Pembinaan dan Pengawasan
Terdapat pembinaan pada Pemerintahan Desa Sedayu terkait
penyelenggaraan pemerntahan desa dan pemberdayaan masyarakat, antara
lain :
» Pambinaan dari Kecamatan Arjosari tentang penyusunan APBDesa Sedayu
Tahun 2020 dan kedisiplinan aparat desa.
% Pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pacitan tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

3. Temuan dan Rekomendasi
a. Penetapan Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020 tidak sesual dengan

prosedur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020 telah

mengalami perubahan sebanyak dua kali, namun pada perubahan kedua tidak

didahului dengan adanya perubshan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

Desa) sebagai dasar dalam penetapan APBDesa.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

> Pasal 48 syat (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal : huruf a. terjad
peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, knsis ekonomi,
danfatau kerusuhan sosial yang berkepanjangan,

# Pasal 50

Ayat (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan desa yang diadakan secara khusus urituk
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kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa

sgbagaimana yang dimakzud dalam Pasal 48,
)}yg% %} Feny elen araan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
0

mp ressor reeV rs1
Eebagarmana maksud peda ayat (1) disesuaikan dengan

terjadinya peristiwa khusus dan/atau  terjadinya perubahan
mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat {1},

Ayat (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan dengan
peraturan desa tentang RKP Desa perubahan,

Ayat (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai
dasar dalam penyugunan perubahan APBDesa.

Hal ini dissbabkan Kepala Desa Sedayu lalai dalam melaksanakan prosedur
perubahan APBDes Tahun 2020, akibatnya Perubahan Kedua APEDesa Tahun
2020 tidak memgpunyai dasar.

Kepala Desa Sedayu ager segera menyusun RKF Dess Perubahan Kedua
kemudian menetapkan dalam peraturan desa sebagai dasar penetapan
Perubahan Kadua APBUesa Tahun 2020,

b. Kepala Desa belum mengangkat Staf Administrasi BPD.

Fada saat pemeriksaan diketahui bahwa setelah pelantikan BFD berdasarkan

Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188 45/560/KPTS/408.21/2020 Tanggat 1

April 2020 tentang Pelantikan Anggota Badan Permusyawsratan Desa se

Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2026, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala

Desa Sedayu belum mengangkat Staf Administrasi BPD yang merupakan

usufan dari Ketua BPD.

Kondisi tersebut tidak sesual dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor & Tahun

2020 Pasal 42 :

Ayat-(1) Uniuk mendukung tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang
tenaga administrasi BPD,

Ayat (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
merupakan staf pemerintah desa.

Ayat {3) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian staf administrasi BPD
diatur dengan peraturan kepala desa.

Ayat (4) Pengangketan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan

keputusan kepala desa atas usul Ketua BPD.
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Ayat [5) Tenaga staf administresi BFD secara operasional bertanggung jawab
kepada Ketum BPD dan secara administratif beranggung jawab

PDF @Pﬁﬂﬁ&%ﬂ?'i‘w{ersion

Ayat (6) Tenaga staf adminisiras BFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bukan merupakan perangkat desa,
Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman BPD dan Kepala Desa Sedayu

terhadap ketentuan yang berlaku terkait pengangkatan Staf Administrasi BPD,

akibatnya pelaksanaan tuges BPD tidak optimal.
Kepala Desa Sedayu agar berkoordinasi dengan BPD untuk mengangkat Staf

Administrasi BPD berdazarkan usulan Ketua BPD kemudian menetapkan
dalam keputusan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

. Penetapan kepengurusan lembaga RT dan RW tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Desa Sedayu terdin dari 25 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (R,
yang mana kepengurusannya telah ditetapkan herdasarkan I{eputua’an Kapala
Desa Nomor 4 Tahun 2020, namun dalam penetapan kepengurusan RT dan
RW tersebut hanya ketua saja yang ditetapkan sedangkan pengurus lamnya

belum ada.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pemturan Desa Nomeor 6 Tahun 2019

Pasal 21 avat {2) Jumlsh kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
minimal 7 orang, sedangkan untuk Rukun Warga minimal 3 orang, Rukun
Tetangga minimal 5 orang, PKK minimal 19 orang dan kepengurnisan lembaga
masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan,

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu belum memahami ketentuan yang
beraku terkait penetapan kepengurusan lembaga RT dan RW, akibainya
keputusan kepala desa tentzng penetapan kepengurusan RT dan RW
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kepala Desa Sedayu agar segera merevisi Keputusan Kepala Desa Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pembentukan (Kepengurusan) RT dan RV sesuai dengan
ketentuan vang bedakuy,



d. Kepala Desa belum mambuat Lapaoran Partanggungjawahan Realisasi

APBDesa Tahun 2018. |

Pada gaat pemerksaan diketahui bahwa Kepala Desa Sedayu belum membusat

Lap&mmiqgmimyﬂmisasi APBDwesa Tahun 20189,

kondisi tersebut tidak sesual dengan Peraturean Bupati Paciten Namor 98

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 68 ;

Ayat {1} Kepala Desa menyampaikan |laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDesa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas yang membidangi desa
melalui camat seliap akhir tahun anggaran.”

Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dizampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ayat (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disertal
dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas ;
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan ates laporan keuangan.

b. laporan realisas| kegiatan, dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang
masuk ke Desa.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu lalai dalam melaksanakan tugasnya,

akibatnya pengiriman Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APEDesa Tahun

2019 mengalami keterlambatan.

Kepala Desa Sedayu agar segera membuat Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APBDesa Tahun 2019 kemudian menyampaikan kepada bupati ¢.q.

Kepsla Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan melalui

camat,

. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD} Bidang Pananggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak belum ditutapkan dalam suras
keputusan.

Pada saet pemeriksaan diketahul bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa (PPKD) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadsan Darurat dan
Mendesak dijabat oleh Kepala Seksi Kesejahieraan Rakyal namun bekum

ditetapkan dalam surat keputusan, sedangl-ian kegiatan penanggulangan
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bencana sudah berfangsung sejak awal pandemi COVID-19 dan anggaran
unituk kegiatan tersebut sidah terserap.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Momar 98

PDE C Ver
Tahtn 2018 Tetang Pengeiolidh Keuangan Desa pasal 47 ayat (8) PPKD

ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun
anggaran.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu kurang cermat dalam memahami
ketentuan yang berdaku, akibatnya penetapan PFKD Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak belum memiliki dasar hukum
yang sah.

Kepala Desa Sedayu agar segera menetapkan PPKD Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dalam suatu surat keputusan sesuai
ketentuan yang beriaku,

. Pembayaran honorarivm narasumber pelatihan dan Tenaga Ahli Siztem
Informasi Desa {SID) tidak didukung dengan surat keputusén kej:ala desa.
Pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikast, dan Informatika Lainnya terdapat
pensrimaan honorarium tidak didukung dengan penetapan surat keputusan
kepala desa dengan rincian sebagai berikut :

1) Dalam rangka pelatihan Adminduk yang diselenggarakan di Balai Desa
Sedayu pada Tanggal 10 Februari 2020 dihadiri oleh peserta dari unsur
perangkat desa telah dibayarkan honorarium narasumber pelatihan sasuai
SPP nomor : 0004/SPP/0B.2002/2020 Tanggal 10 Februari 2020 sebesar
RpZ.000.000,00.Adapun rincian honorarium sebagai berikut .

PENERIMAAN HONORARIUM
NO HAMA BRUTO PPHPASALZI |  NETTO
{Rp} fp) Rp}

1| Didik Danmawan 500.000,00 30.000,00 470.000,00

2 | Muslaidm,A Ma,Pd 500.000,00 30.000,00 470.000,00
| 3| imam Bukheri, S Kom,MIK 500.000,00 3000000 | 47000000 }
4 | Wahyudi, SE 500.000.00 30.000.00 470.000,00 ;

JUMLAH 2.000.000,00 120.000,00 | 1.880.000,00

2} Berdazarkan SPP nomor : 0051/SPP/06.2002/2020 Tanggal 13 Juli 2020
telah dibayarkan honorarium Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID} an.
Sumanto sebesar Rp3.600.000,00.




Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Momor 96
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 47 ayat (2) Setiap
pengeppiae SAEATRIDFRAAVAKSLY peda ayat (1) didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu lalai tidak menetapkan narasumber

pelatihan dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (S51D) dalam surat keputusan,
akibatnya pembayaran honoranum narasumber pelatihan dan Tenaga Ahl
Sistern Informasi Desa (SID) tidak mempunyai dasar hukum.

Kepala Desa Sedayu agsr segera menetapkan narasumber pelatihan
Adminstrasi Kependudukan dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID} ke
dalam suatu keputusan kepala desa sesuai ketentuan yang beraku.

. Administrasi pengelolaan aset desa belum dilaksanakan secara optimal.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa administrasi pengelolaan aset di Desa

Sedayu secara umum sudah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa

permasalahan antara lain : ' ‘

1) Status penggunaan aset desa belum ditetapkan dengan keputusan kepala
desa.

2) Peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa belum dibuat.

3) Pemanfaatan aset desa berupa sewa tanah kas desa belum diikuti dengan
adanya surat perjanjian.

Kondisi tersebut fidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 98

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset pada

# Pasal 10 ayat (2) bahwa status penggunaan aset dess ditetapkan setiap
tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

» Pasal 11 ayat (4) bahwa pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan

Desa.
» Pasal 12 ayat (3) bahwa sewa asel desa dilaksanakan bardasarkan
perjanjian.
Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan aset desa ialai dalam menjglankan tugas dan tanggung jawabnya,
akibatnya administrasi pengelolaan aset desa belum sesuai dengan ketentuan

paraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kepala Degsa Sedayu agar:

1) h&DnglECp?(%l LESPOE @Jﬁﬁg\lﬁrﬁms&t desa dalam Keputusan Kepala Desa.

21 Meretapkan Peraturan Desa tentang Status Penggunaen Aset Desa.
3} Membuat surat perjanjian dengan pihak penyewa terkait pemanfaatan aset
desa yang disewakan berupa Tanah Kas Desa,

Demikian Laporan Hagil Pemerksaan ini disampaikan untuk menjadikan
perhatian dan menindaklanjuti rekomendesi disertal bukli dukung sebanyak 2 (dua)
rangkap selanjutnya disampaikan kepada Inspekiur Kebupaten Pacitan paling lambat 2
(dua) minggu setelah diterimanya laporan ini.
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Penting Yth. Bupat Pacitan
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Pengiriman Hasil Pemeriksaan Pacilan
Inspektoral Kabupaten Pacllan

Tahun 202

Menindaklanjuti Surat  dan Bupati Pacitan MNomaor ;
X 700/533/408 49/2020 Tanggal 10 Desember 2020 sebagamana dalam
pOdc O SURAaT

Sehubungan dengan hal tersebut dialas bersama ini kami kinemkan
dengan hormat kepada Bapak Bupati Pacitan melalui Inspektorat Katupaten
Pacitan, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Desa Secayu

Kecamatan Arjosari Kabupalen Pacitan.

Adapun Hasil Pemeriksaan yang kami kirim sebagai benkut |

i. Perdes RKP Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020,
. Surat Keputusan (SK) tantang Pengangkatan Staf Admimtras: BPD.

3, Rewisi Surat Keputusan {SK) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan
(Kepengurusan) RT dan RW sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Laporan Pertangqungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2018

5 Rewvisi Surat Keputusan (SK) PPKD Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak.

& Suwal Kepulusan (SK) tenlang Penelapan MNaasumber Peiatihan

Adminduk dan Tenaga Ahli Sistem Informas: Desa {SID).

Sural Keputusan (SK) tentang Penetapan Slatus Penggunaan Asel Desa

Perdes lentang Status Penggunaan Aset Desa

8. Surat Peranjan dengan pihak Penyewa terkait Pemantaatan Asst Desa
yang gisewakan berupa Tanah Kas Dosa.
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DAFTAR
TINIDAK LANJUT TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
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Perdes REP Perubahan Eedua APBDesa Tahun 2020,

Sural Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Staf Adminitrast BPD.

Revisi Sural Keputusan (SK) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan (Kepengurusan)
RT dan BEW scsuai ketentuan yang berlakw

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2012,

Revisi Surat Keputusan (SK} PPKD Bidanp Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mondesak,

Surat Keputusan (SK) tentang Penctapan Narasumber Pelatihan Adminduk dan Tenaga Ahli
gtstem Tnformast Desa (51D,

Surat Keputusan {SK) tentang Penctapan Status Penggunaan Aset Desa

Perdes tentang Status Penggunaan Aset Desa,

Surat Perjanjian dengan pihak Penyews terkait Pemanfaatan Aset Desa yang disewakun

berupa Tanah kKas Desa.
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